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TAUAAHAX PEIIGHASII.Ar BERDASARI(A,IT KOTDISI XER.'A
BAGI BIDAT DAJT PERAWAT PADA PUSXTSIAA PERAWATAI|
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TAHT'I| 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAX RAIIMAT TT'IIAN YA,ITG UAHA ESA

BT'PATI PARIGI UOUTOI{G,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat l2l
dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun
2}ll, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi
Bidan Dan Perawat Pada Puskesmas Perawatan Dan
Gedung Pelayanan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2076;

: l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O02 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintalan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebasaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menctapten :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1

Tahun 201l:
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/ MENKES/

PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan
Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262|PMK.O3 /2OlO
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
2l Ba$ Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota
POLRI Den Pensiunannya Atas Penghasilan Yang
Menjadi Bebin Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tai:lun 2Ol4
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

I I . Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2O08 Nomor
l8 Seri D Nomor 44, Tambahan l€mbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor lO0);

MEMUTUSKAI| :

PERATT'RAII BT'PATI TEIVTA.ITG TA.UBAIIAI{
PEIYGIiASILAJT BERDASARTAIY KOIIDISI IIER^'A BAGI
BIDAN DAIT PERAWAT PAI)A PUAKTSUAS PERAWATAIT
DAN GEDUITG PEL/\YA.ITAN JA.uIITAIT PERSALIIIAIT DI
I(ABT'PATEIT PARIGI UOUTOIIG TAHUIT 2016.

BAB I
I( TEI{TUAN I'UT'iI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan KabuPaten Parigi Moutong.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi

Moutong.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri

Sipil di luar pendapatan utama.
7. Kondisi Kerja adalah situasi pekerjaan yang mempunyai resiko lebih berat

dari pekerjaan lain pada umumnya.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4
tentang Aparatur Sipil Negara.

9. Bidan adalah tenaga kesehatan PNS yang bertugas memberikan pelayanan
kesehatan pada Puskesmas berdasarkan keahlian yang dimiliki.



10. Perawat adalah tenaga kesehatan PNS yang bertugas memberikan
pelayanan kesehatan pada Puskesmas berdasarkan keahlian yang dimiliki.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat puskesmas
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten.

12. Rrsat Kesehatan Masyarakat Perawatan, yang selanjutnya disingkat
Masyarakat denganPuskesmas Perawatan adalah Pusat Kesehatan

Pelayanan Rawat Inap di Kabupaten.
13. Hune Pelavanan Jaminan PerHung Pelayanan Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat
. , Gedung Jampersal adalah gedung dengan pelayanan persalinan di

l. Jaga Sore adalah tugas jaga
Jam 14.00 sampai dengan

bagi Bidan atau Perawat yang dimulai
21.00 WITA di Puskesmas Perawatan

dari
dan

Gedung Pelayanan Jampe rsal.
Jaga Malam adalah tugas jaga bagi Bidan atau Perawat yang dimulai dari

' Jam 21.00 sampai dengan 08.00 WITA di Puskesmas Perawatan dan
Gedqng Pelayanan Jampersal.^;.

BAB II
TAJITBAHAIT PEITGIIASILI\N

Pasal 2
(l) Bupati memberikan tambahan penghasilan kepada PNS Bidan dan PNS

pada Puskesmas di Kabupaten yang bertugas melakukan jaga malam dan
jaga sore di Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jampersal.

(2) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ).

(3) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebesar Rp. 5OO.O0O,OO (lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III
XSWA'IBAII PERPI"'AXAII

Patel 3
(l) PNS Bidan dan PNS Perawat yang memperoleh tambahan penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan (pph)
Pasal 2l bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara
Pengeluaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. O 7o (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima pNS Bidan dan pNS
Perawat golongan I dan golongan II; dan

b. 5 o/o (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima pNS Bidan dan pNS
Perawat golongan III.

(2) PPh Pasal 2l yang dipungut oleh Bendahara pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) wajib disetor ke kas Negara paling lambaitanggal
10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB IV
UEKAI{ISUE DAI| TATA CARA PERUIITTAA.II PEUBAYARAN

Pasal 4
Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan bagi
PNS Bidan dan PNS Perawat sebagaimana dimaksud dalam pasal i,
berdasarkan pengajuan Surat Permintaan pembayaran Langsung (Spp-LS)
oleh Pejabat Penanggungiawab melalui Bendahara pengeluaran s.su"i d..rg"r,
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BA.B V
ST'MBER DAITA

Passl 5

Sumber dana untuk tambahan penghasilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat

Ji_*""a dalam pasal 2, bersumber dari Anggaran pendapatan

;;;:i;"ft;;iJx"r"p"t'nmererratp3glPog-'"3't^5s3.1i"i1l.*:i::
il;;li'.;;;;;;&l- Daerah (DPA-sKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten

Parigi Moutong Tahun Anggaran 2O16'

BAB VI
XETEISTUATT PETCUTI'P

Pa$l 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal. diundangkan'

Peraturan
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